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ABSTRAK  

  

Ragen Regyta Yudistira. 1173050101. Analisis Yuridis Terhadap Pasal 73 Ayat 1 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Atas Multitafsir Praktik Politik Uang 

Dihubungkan Dengan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung  

Politik Uang (money politicss) pada pelaksanaan pilkada 2020 memang 
menjadi senjata bagi pasangan calon, karena dengan melakukan politik uang (money 

politicss) dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, di tengah ketat dan dan 
tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, 

imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, padahal 
tindakan politik uang (money politicss) dapat beresiko membatalkan pasangan calon.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap 

pelanggaran politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung tahun 
2020, mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya untuk 

mengatasi kendala tersebut. 
Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum 

sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), dalam menjalankan pemilihan 

umumm harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan demi terjaminya 
perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan rakyat, teori 

demokrasi dan teori pemilihan umum. 

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Narasumber 

penelitian ini terdiri dari Anggota Badan Pengawas Pemilu. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik penentuan 

informan menggunakan purposive sampling.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu 

terhadap penegakan hukum pelanggaran politik uang (Money politics) pada pemilihan 

kepala daerah di Kabupaten Bandung Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bandung 
belum dilaksanakan secara optimal karena Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk 

memaksa pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal mengumpulkan bukti pelanggaran. 
Terdapat kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan wewenangnya, 

diantaranya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengkaji kasus-kasus 
penyimpangan, kultur dan budaya hukum juga menjadi kendala atau faktor lain dalam 
penyelesaian penyimpangan, rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung 

dalam pemilu serta belum adanya kesepahaman persepsi Bawaslu, kepolisian, dan 
kejaksaan dalam menangani perkara pidana pemilu. Upaya yang dilakukan oleh 

Bawaslu untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pertama mempertajam kinerja 
Gakkumdu. Kedua, penambahan anggota panwaslu kelurahan untuk memperkuat 
pengawasan. Ketiga, memperkuat aturan hukum melalui sanksi pidana dan 

administratif. Keempat, kapasitas dan efektivitas lembaga pemerintah harus 
ditingkatkan. Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya praktik politik 

uang. 
Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Kewenangan; Pelanggaran; Pemilihan 

Kepala Daerah; Politik Uang.  


